
GUBERNU A BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR TAHUN 2O2O

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PADA

PEMBANGUNAN PERLINTASAN TIDAK S EBIDANG ( U/VDERPAS,S)
JALAN DEWI SARTIKA KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok akan melaksanakan
persiapan pengadaan tanah bagr' pembangunan untuk
kepentingan umum pada pembangunarl perlintasan tidak
sebidang (underpass) jalan Dewi Sartika Kota Depok di atas
tanah seluas kurang dari 5 (lima) hektar;

b. bahwa untuk efektifitas, efisiensi, dan optimalisasi
pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam pertimbangan huruf a serta berdasarkan
ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7l
Tahun 2Ol2 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan
ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 32 Tahun 2Ol3 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu dilakukan
pendelegasian kewenanga.n kepada Wali Kota Depok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan
Persiapan Pengadaan Tanah bagr Pembangunan untuk
Kepentingan Umum pada Pembanguna.n Perlintasan Tidak
Sebidang (Underpass) Jalan Dewi Sartika Kota Depok;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
93, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor
47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a010);

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a7251;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Pengadaan
Tanah bagr Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor
22, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ot4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56Ol);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ot7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6Oall;

7. Peraturan Presiden Nomor 7l Tahun 2Ol2 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagr Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 156) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 148 Tahun 2O15 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 7l Tahun 2Ol2 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagr Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2Ol2
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2Ol2
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6a8);

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2Ol3
tentang Petunjuk Telcris Pelaksanaan Persiapan Pengadaan
Tanah bagr Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol3 Nomor 32
Seri E);

Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Barat Nomor AT.O2.O2/6O2-32/IV l2O2O tanggal
9 April 2O2O, Hal Pengadaan la.han Infrastruktur;

Memperhatikan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PELAKSANAAN PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PADA PEMBANGUNAN PERLINTASAN TIDAK SEBIDANG
{UNDERPASq JALAN DEWI SARTIKA KOTA DEPOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali
Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota yang memimpin pelaksanaan urusan

5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yarig lebih rendah
dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih
sepenuhnya kepada penerima delegasi.

6. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah
dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil
kepada pihak yang berhak.

7. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara,
dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah
dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran
rakyat.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Gubernur mendelegasikan kewenangan melaksanakan
persiapan Pengadaan Tanah bag pembangunan untuk
Kepentingan Umum pada Pembangunan Perlintasan Tidak
Sebidang (Urderpassl Jalan Dewi Sartika Kota Depok
kepada Wali Kota Depok.

(21 Tahapan kegiatan persiapan Pengadaan Tanah bag
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. tahap perencanaan;

b. tahap persiapan;

c. tahap pelaksanaan; dan

d. tahap penyerahan hasil.

Menetapkan
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(3) Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah bag,
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dart
prioritas pembangunan ;

c. letak tanah;

d. luas tanah yang dibutuhkan;
e. gambaran umum status tanah;
f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan

Tanah;

g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;

h. perkiraan nilai tanah; dan

i. rencana penganggaran.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan persiapan Pengadaan Tanah bagr
Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

a. pemberitahuan rencana pembangunan:

b. pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

c. konsultasi publik rencana pembangunan;

d. penetapan lokasi pembangunan; dan

e. pengumuma.n Penetapan lokasi pembangunan;

(2) Tahapan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tanggung jawab pemberian Delegasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
administrasi pemerintahan yang diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Wali Kota Depok melaporkan pelaksanaan persiapan
Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan
Umum pada Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang
(Underyassl di Jalan Dewi Sartika Kota Depok kepada
Gubernur Jawa Barat.

(21 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal 6

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
tanggal

J WA BARAT, f/

RIDWAN KAMILUL
Diundangkan di Bandung
pada tanggal

DAERAH PROVINSI
AWA BARAT,

AN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2O2O NOMOR
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